PEMERINTAH KTA SUNGAI PENUH

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

. a.

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

bahwa pemerintah daerah wajib menjamin iklim
usaha vyang kondusif, kepastian berusaha,
melindungi kepentingan umum, serta memelihara
lingkungan hidup;

bahwa dalam rangka pembinaan, pengendalian
dan pengawasan dalam pemanfaatan ruang untuk
kegiatan wusaha vyang dapat mempengaruhi
dampak lingkungan perlu diberikan izin gangguan;

bahwa atas penyelenggaraan pemberian izin
gangguan vyang oleh Pemerintah Daerah
dikenakan retribusi daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Izin
Gangguan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209);



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3274);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4724);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4866);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kota Sungai Penuh dalam Propinsi
Jambi. (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4871);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999
tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(Lembaran Negara. Tahun 1999 Nomor 59,
Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);



Menetapkan

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Nomor 5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 27 Tahun
2009 tentang Pedoman Pemberian Izin Gangguan
di Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun
2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SUNGAI PENUH
dan
WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN
GANGGUAN



BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.

10.

Daerah adalah Kota Sungai Penuh.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai
unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah.

Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.

Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak
menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan,
ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum
secara terus-menerus.

Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin
tempat usahal/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi
tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan,
tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu
perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau
pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki
kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses
pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap
terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat.

Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau
gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan
penyelenggaraan otonomi daerah.

Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk
menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan
efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang
Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah
yang berlaku.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut
SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sungai
Penuh yang tugas pokoknya menanggani lingkungan hidup.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang merupakan Perseroan Terbatas, Perseroan
Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau
Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi,
Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan Massa,
Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga,
Bentuk Usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk
melestarikan Lingkungan Hidup yang meliputi kebijaksanaan
penataan.

Retribusi lzin Gangguan (HO) yang selanjutnya disebut retribusi
adalah pembayaran atas pemberian atau penerbitan izin kepada
orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan
bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang
lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan  untuk
melakukan pembayaran retribusi

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Tempat
Usaha

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SPAORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Waijib
Retribusi untuk melaporkan Data Objek Retribusi dan Waijib
Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang
terutang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah
retribusi yang terutang

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya
disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya
terutang.



19.

20.

21.

22.

23.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD,
adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT
dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD
adalah merupakan Bukti Setoran Retribusi Daerah.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya
dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dan retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi.

Penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi
Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana bidang perpajakan daerah dan
retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB Il
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah ini mencakup:

Q@ ™~ o o 0 T W

kriteria gangguan,;

. persyaratan izin;

kewenangan pemberian izin;

. penyelenggaraan perizinan;
. retribusi izin;

peran masyarakat;

. pembinaan dan pengawasan; dan
. jenis dan dasar pengenaan sanksi.



BAB I
KRITERIA GANGGUAN

Pasal 3

(1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari :
a. lingkungan;
b. sosial kemasyarakatan; dan
c. ekonomi.

(2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah,
sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran
dan/atau kebisingan.

(3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan
moral dan/atau ketertiban umum.

(4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ meliputi ancaman terhadap:

a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau

b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang
berada di sekitar lokasi usaha.
BAB IV
PERSYARATAN IZIN

Pasal 4
(1) Persyaratan Izin Gangguan meliputi:
a. mengisi formulir permohonan izin;

b. melampirkan fotokopi KTP pemohon bagi usaha perorangan atau
akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum; dan

c. melampirkan fotokopi status kepemilikan tanah.

(2) Formulir permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:

a. nama penanggung jawab usahal/kegiatan;



nama perusahaan;

alamat perusahaan;

bidang usaha/kegiatan;

lokasi kegiatan;

nomor telepon perusahaan;

wakil perusahaan yang dapat dihubungi;

ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam
menjalankan usaha; dan

e

i. pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenubhi
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) SKPD yang berwenang memproses izin wajib mencantumkan biaya
secara jelas, pasti dan terbuka.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan
dalam lampiran keputusan kepala daerah tentang pemberian izin.

(3) Setiap penerimaan biaya perizinan yang dibayar oleh pemohon izin
wajib disertai bukti pembayaran.

(4) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling
lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas
permohonan dengan lengkap dan benar.

(5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
dipenuhi oleh SKPD, permohonan izin dianggap disetujui.

BABV
KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 6

(1) Pemberian izin merupakan kewenangan Walikota.

(2) Pelayanan izin diselenggarakan oleh SKPD Teknis atau SKPD yang
mengelola Pelayanan Perizinan yang ditetapkan dengan Keputusan
Walikota.



BAB VI
PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Kewajiban Pemberi I1zin

Pasal 7

Pemberi izin wajib :

a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional,
dan terbuka;

b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan tidak
diskriminatif;

c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin
dikeluarkan;

d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;

e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha didalam
melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;

f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal
permohonan izin belum memenuhi persyaratan;

g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi
persyaratan;

h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan
prima; dan
i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

Pasal 8

(1) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf d harus didasarkan pada analisa
kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Setiap keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf g wajib didasarkan pada hasil penilaian yang
obyektif disertai dengan alasan yang jelas.



Bagian Kedua
Kewajiban dan Hak Pemohon Izin
Pasal 9

Pemohon izin wajib:

a.

Q0T

melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul
atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen
izin;

memenuhi seluruh persyaratan perizinan;

menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan

melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

Pasal 10

Pemohon izin mempunyai hak :

a.

mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas
dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang
telah ditentukan;

. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-

lengkapnya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;

. mendapatkan pelayanan vyang tidak diskriminatif, santun,

bersahabat, dan ramah;

. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan

sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan

. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai

mekanisme yang berlaku.

Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 11

Pemberi izin dilarang:

a.

meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan
terganggu;

. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan

pelayanan yang diberikan;



c. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan
perundang-undangan wajib dirahasiakan;

d. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
e. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
f. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

Pasal 12

Pemohon izin dilarang memberikan uang jasa atau bentuk lainnya
kepada petugas perizinan di luar ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Kegiatan dan/atau Usaha yang Tidak Wajib Izin

Pasal 13

Setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin kecuali:

a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan
Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;

b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah
memiliki izin gangguan; dan

c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan
atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari
bangunan atau persil.

Bagian Kelima
Masa Berlaku, Perubahan, dan Pencabutan Izin

Pasal 14

Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.

Pasal 15

(1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin
dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan
gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:

a. perubahan sarana usaha;
b. penambahan kapasitas usaha;



c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.

(2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi
usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib
mengajukan permohonan perubahan izin.

(3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dipenuhi oleh pelaku usaha, Pemerintah Daerah dapat mencabut
Izin Usaha.

BAB Vi
RETRIBUSI

Bagian kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 16

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai
pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang
pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya,
kerugian dan/atau gangguan.

Pasal 17

(1) Objek Retribusi adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan
kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan
ancaman bahaya, Kkerugian dan/atau gangguan, termasuk
pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-
menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban,
keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban
lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan
kerja.

(2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah tempat usaha yang
lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah.



Pasal 18

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh
izin tempat usaha/kegiatan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 19

Retribusi lzin Gangguan digolongkan sebagai retribusi Perizinan
tertentu.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 20

(1) Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan perkalian antara
luas tempat usaha, tarif, indeks gangguan dan indek lokasi.

(2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap
lantai.

(3) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan jenis klasifikasi usaha sebagai berikut:

a. Klasifikasi Pertama

1. Industri Kerajinan Rumah Tangga
Usaha Jamu
Sanggar Senam dan Olahraga
Penjahit Pakaian
Toko Elektronik
Play Station dan sejenisnya
Servis alat-alat Elektronik
Percetakan Photo Copy
Jasa Komputer
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b. Klasifikasi Kedua

15.

Toko Kaset/ VCD

Toko Emas / Permata
Toko Bahan Bangunan
Service Dinamo dan Kabel
Pergudangan

Usaha Kopi Bubuk

Kafe

Rumah Makan

Salon Kecantikan

. Kerajinan Batik

. Bilyard

. Usaha Penggilingan Terigu

. Usaha Pengolahan Gula Merah
. Usaha Makanan

Toko Suku Cadang Motor

c. Klasifikasi Ketiga

1.
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Usaha Cucian Mobil/ Motor

Toko Saprodi Pertanian dan Pertenakan
Perdagangan Barang Bekas

Kios Gas Elpiji

Pangkalan Minyak Tanah

Gudang Kayu

Kiosk Pupuk

Bengkel Kendaraan Bermotor

Bengkel Las dan Bubut

. Usaha Penggilingan Batu

. Usaha Pembuatan Bata Merah
. Penggilingan Padi (Rice Miling)
. Usaha Pembuatan Tahu



(4)

()

(1)

14. Peternakan / Pembibitan Ayam / Unggas >100 ekor
15. Peternakan ternak besar > 25-50 ekor

16. Usaha Perabot / Meubelair

17. Depot Air Minum

18. Dealer Kendaraan Bermotor

Berdasarkan klasifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) ditetapkan indeks gangguan sebagai berikut:

a. Klasifikasi Pertama Indeks........ 1
b. Klasifikasi Kedua Indeks........ 2
c. Klasifikasi Ketiga Indeks........ 3

Indeks lokasi usaha ditetapkan sesuai klasifikasi jalan sebagai
berikut:

a. Jalan Setapak Indeks........ 1,00
b. Jalan Lingkungan Indeks........ 1,25
c. Jalan Kolektor Indeks........ 1,50
d. Jalan Arteri Indeks........ 1,75
e. Jalan Utama Indeks........ 2,00

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 21

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan
pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya
penyelenggaraan pemberian izin gangguan.

Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan
pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus di lapangan,
penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari
pemberian izin tersebut.



Bagian Kelima
Struktur Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22
(1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.

(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
sebagai berikut:

a. Luas 0 m?s/d. 500 m? Rp 1.000,-/ m?
b. Luas 501 m? s/d. 700 m? Rp 1.200,-/ m?
c. Luas 701 m? s/d. 1.000 m? Rp 1.400,-/ m?
d. Luas lebih dari 1.001 m? Rp 1.600,-/ m?

Bagian Keenam
Penetapan Retribusi

Pasal 23

Retribusi terutang dihitung dengan mengalikan tarif retribusi sesuai luas
ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (2)
dengan indeks gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(4) dan indeks lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5).

Pasal 24

(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditinjau
kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan  dengan  memperhatikan indeks harga dan
perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh
Masa Retribusi
Pasal 25

Masa retribusi ditetapkan untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun.



Bagian Kedelapan
Wilayah Pemungutan

Pasal 26

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat Izin
Gangguan diberikan.

Bagian Kesembilan
Surat pendaftaran Retribusi

Pasal 27

(1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi Surat Pendaftaran Objek
Retribusi Daerah (SPdORD).

(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas,
benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Waijib Retribusi atau
kuasanya.

(3) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah
sebagai dasar menetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah
(SKRD).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tatacara pengisian
dan penyampaian SPAdORD dan SKRD diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Walikota.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Pemungutan
Pasal 28

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disetor secara bruto ke Kas Daerah.



Bagian Kesebelas

Tata Cara Pembayaran

Pasal 29
(1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.

(2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penentuan
tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran
retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keduabelas
Tata Cara Penagihan
Pasal 30

(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan
dengan menggunakan STRD.

(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didahului dengan Surat Teguran.

(3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis
sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan
setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

(4) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal Surat
Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Waijib Retribusi harus
melunasi retribusi yang terutang.

(5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

(6) Ketentuan mengenai tata cara penagihan dan penerbitan Surat
Teguran/Perinagatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan
Peraturan Walikota.



Bagian Ketigabelas
Pengurangan, Kekeringan dan Pembebasan retribusi
Pasal 31

(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan
kemampuan Wajib Retribusi antara lain dapat diberikan untuk
mengangsur, karena bencana alam dan kerusuhan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan
dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Empatbelas
Kadaluarsa Penagihan

Pasal 32

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa
setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat
terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak
pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik
langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal
diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Waijib Retribusi dengan
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan
belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.



Pasal 33

(1) Piutang yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.

(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi
yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang
retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelimabelas
Sanksi Administrasi

Pasal 34

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar, dikenakan sangsi administratif berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau
kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB Vil
PERAN MASYARAKAT
Pasal 35
(1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan,
masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses
partisipasi.
(2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan
pemberian izin; dan

b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya
terhadap lingkungan dan masyarakat.

(3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan
dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.

(4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah
perizinan dikeluarkan.



(5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima
jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang
ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 36

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan termasuk
meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia,
dan jaringan kerja.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
kebutuhan daerah yang melalui:

a. koordinasi secara berkala;

b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
d

. perencanaan, penelitian, pegembangan, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 37

(1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan
pelaksanaan.

(2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional
dilakukan oleh SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang
pengawasan.

(3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh SKPD
teknis.



(1)

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana atas pelaksanaan peraturan
daerah ini , sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat
pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang
perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang
perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan
Daerah;

d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan
Daerah dan Retribusi;

e. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan
Retribusi;



h. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau
dokumen yang dibawa;

i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
perpajakan Daerah dan Retribusi;

j- memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

k. menghentikan penyidikan; dan/atau

I. melakukan tindakan Ilain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan
Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB Xl
KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sehingga merugikan
keunagan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga)
bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi
terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
penerimaan negara.

BAB XIi
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Izin Gangguan yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan daerah ini
diundangkan dinyatakan masih tetap berlaku dan wajib menyesuaikan
dengan Peraturan Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan sejak
Peraturan Daerah ini diundangkan.



BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Walikota.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 24 Oktober 2011

WALIKOTA SUNGAI PENUH,
ttd
H. ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 24 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH

KOTA SUNGAI PENUH,

A NSA SALAM

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2011 NOMOR 7



